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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KETZUDAYAAN
REPUBLIK THDONESIA

Ho.: 020/U/1972

tentang

pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Xejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sckeolah Menengah Umum

Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN,

Lahwa berdasarkan Xeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 008£/U/1275 jo No. 0274/U71976 dan Wo. 0278/U/197€ secara
bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolzh Menengah Umum tingkat
Pertama Yany Disempurnakan ;

bohwa Gengar adanya perkembangan baru, kata~kata "Sekolah
Menengah Umum Tingkat Dertama yang; Jisempurnakan® seperti ter-
cantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ho. 0274/0/1976 pengounaannya sudah tidak diperlukan laci,

bahwn berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang
perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengel Kejuruan Tingkat
rertama menjati Sekolah lMenengah Umun Tingkat Pertama.

Keputusan fresiden Republik Indonesia :
1. Ho. 73/M tahun 1572;
2. No. 11 tahun 1%74;
3. No. 44 tahun 1974; ‘
4. No. 65 tahun 1974; 9
5. No. 12 tahun 1977;
6. No. 59/M tahun 1978;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 Januari 1975 No. ON8£/U/1975;

2. tanggal 17 April 1975 Nc. ©079/0 tahun 1975;
3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 3278/G/1976.

Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur tiegara tanggal 15 Pebru-
ari 1979, No. D~188/I/MENYAN/2/73.



Kedua

Retiga:

Kecupat

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Menteri pendidikan cGan Kebudayaan
Bo. 0274/U/71°97¢€.

Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut
dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ter-
sebut dalam lajur € Lampiran Keputusan ini.

Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelengjaraan
pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan
kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan
lanjutan umum.

Fenugnskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudiyaan di seluruh Indonesia untuk melalksanakan

ketentuan tersecbut dalam pasal "pertama” Keputusan ini.

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap~tiap
Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anagaran seperti
fercoantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran
Fendapatan dan Belanja Jepartemen Pendidikan dan Kebudaya:n
tahun 1270/1579 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata

angcaran yang selarns dengan itu.

Hali~hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan terscndiri.

Keputusan ini mulai berlaku padz tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MEATERT FENDIDIKAN DAW KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal

SALYHAW Kepuiusan ini dissspailan ,....




SCLINAN Keputusan ini disamrcaiksn kepada :

15
2.
3

29.

Sekretariat Megara,

Sekretariat Kabinet,

Semua Menteri ¥ordinator,

semua Menteri Negara,

Semua Menteri,

Sekjen. Dep. P dan K. .

Inspektur Jenderal Dep. ¥ dan K.,

Sumua Dirjen. dalam linghuncan Dep. P Gan K.,

Ketua 5P3K pada Dep. F dan K.,

Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan TP3K dalam lingkungan Den. I dan X.,
Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Xehakiman.

Semua Dircktorat, Liro, Pusat, Inspektur dan P.N. Jdalam Yinckuncan
Deépartemen P dan K.,

Semua Kepnla Kentor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,

Semuz Kordinator Tersuruan Tingsi Swasta,

Semua Universitas/Institut/Sek-1ah Tinggi/Akademi dalam lingkungan
Departemen © dan XK.,

Ladan Pemeriksa Keuangan,

Ditjen.Anggaran,

Ditjen. Pajak,

Dit, Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,

Semua Kantor Perbendaharaan Hegara yang bersangkutan,

semua Gubernux'iépaggp Dazrah Tingkat I i seluruh Indonesia,
Sadan hdministrasi ¥elpegawaian Hegar,

Lembaga Mdministrasi Negara,

3iroc Pusat Statistik,

UPI'VPENAS,

0 £ 2 TS S

Ketua DPR-RI,

Komisi IX DPE-RI,

Kepala gekelah yang bersangkutan untuk dipersgunakan seperlunya,

\’—-‘

Salinan sesuai Jdenzan aslinya
Kepala Dagisn-sanyusunan kancangan Peraturan
repdnd :
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